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BUPATI LEBONG 
PROVTNSI 81£NGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 5.2 TAHUN 2014 

TENTANG 

TATA CARA PENGHAPUSANPfUTAJ'IG PMAK DAERAH 
DAN REJ'RIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMA'l' TOBAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG 

Menimbang : a. l;>!lhwa bebcrapa Objek: Pajak Daerah dan/atau 
Rctribusi Daetah sudah tidak ada lagi dan/ atau tidak 
dapat ditagih lagi atasnya dikarenakan suatu hal clan 
faktor lainnya; 

Mengingat 

b. bahwa diperlukannya ta.ta cara pengadministrasi 
penghapusan piut.ang secara lcrti.b dan sistcmatika 
serta transparan dan akuntable; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada 
huruJ a dan b di atas, perlu ditctapkan dengan 
Peraturan l3upati. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 tentang 
Pcmbentukan Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penl\l!ihon Pajak dengan Surat 
Paksa (1.¢mbaran Neg!U1>, Republik Indonesia Tl\l11,1n 
2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara 
Republik tndonesia Nomo:r 3987); 



3 Undang-Unclang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negi,ra Republik: 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor4)89); 

4. Undaing-Uoclang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembenu.ikan Kabupatcn Lebong dan Kabupaten 
Kepabiang di Prolfinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nor.nor 154, 
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4349); 

5. Unda.ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 centang 
Perimbangan Keuangan A:ntara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahon 
2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 2-8 Tahun 2009 tencang Pajak 
Daerah dan Retrlbusi Dacrab (Lembar.m Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 130; 'I'~ Lembarru) 
Negam Nomor 5049); 

' 
7. Und,ang-Ondang Nomor 12 Tahun 201 i tentang 

Pembenlukan ,Peraturan Perundang-Undangan 
(Le.mbarQS\ N,;gara Republll< Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Umbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 52340); 

8. Undang-Undang Nomor 23 '!'aliUll 2014 tentang 
Pemcrintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Peogganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 centang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik lndonesia Nomor 5589); 

9. Perarurao Pemcrint.ah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenang,in Pemerintah dan Kewenangan Provins! 
sebagal Dacrah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3952); 



Meneta.pkan 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2001 ttnt:ang 

PaJak Oaera.h (Lcmbaran Negara Republik lndonm11a 

Tahun 72001 Nomor 118; Tambahan Lembanm Negara 

Nomor 4138); 

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribus, Dnernh (Lembaran Negara Rcpublk 

Indonesia Tahon 2001 Nomor 119, Tombahon 

Lembamn Negara Nomor 4139); 

12. Pemturan Menteri Dalom Negcrl Nomor 1 Tahun 2014 

tentruig Pembencukan ProchJk Hulrum Oaerah. 

l3. PeratunlJl Doerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Pcraturan Oaerah Nomor 5 Tahun 

201 l lentang Pajak dan Rectribusi Daerah; 

MEMUTtJBKAB : 

PERATURAN BUPATl TENTANO TATA CARA 

PENOHAPIJSAN PIUTANO PAJAK DAERAH DAN 

R£TRl8USI DAERAH 

SABI 

KETUTUAlf UIIUII 

Pasal 1 

Dalam Perntarun iru y~ng dimaksud dcngan : 

I. Oaerab adalah Kabupatcn Lebong; 

2. Pemenntah Daerah odalah Pemerlntah Kabuparcn Lcbong. 

3. Bupatt adalah Bupati Lcbong 

4. Dinas Pendapotan, Pengelolaan Keuan~ dan Aset Daerah 

$elru1.Jutnya dlscbut disingkol Oinas PPKAD adaJah Lembaga 

Pemerintah D11en>h yang bertugae mcnerlma dan mcmungut 

Pendapatan Dacrah; 

5. Sadan adalah bentuk badan use.ha yang mellpull perseroan 

tcrbatas, perseroo.n komanditcr, pcrseroan lainnya, badan 

usaha mibk Negara atau dacrah dengan nama dan dalam 

bentuk a.papun, persekutuan, perkumpulan, fmna, koags,, 

koperasi, yayasan atau organisas, yang sejenis; 



6 . Pajak Dacre.h ada.lah iuran wajib yang diJakukan oleb orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa atas kepemilikan 
terhadap suatu barang dan/auau badan usaha. yang 
penagihannya dapat dil~ $Ccara paksa berclasru-kan 
perundang-undangan yang berlaku; 

7. Rclribusi Daerah adalah pungutan d aerah sebagal pembayaran 
atas jasa- at.au pemberian izin tertenru yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintnh Daerah untuk kepentmgan 
pribadi atau badan; 

8. Wajib Pajak adalah Orang acau badan yang berbentuJc baden 
hukwn yang meourut Peratu.mn Perundang-Undangan 
Perpajakan Daerah diwajibkan untuk mclalru.kan pembayaran 
pajak yang terutang termo.suk pcmungutan at.au pemotong 

pajal< tert.enLU; 

9. Wajib Reuibusi adalah orang atau badan yang berbentuk badan 
hukwn yang menurul Peraturan Perundang-Undangan retribusi 
diwajibkan_ unrul< melakukan pembayaran retribw!i, termasuk 
pemungutan at.au pcmotoogan rctribusi tertentu; 

10. Pajak Yang Tenttaog adalab pajak yang haru s dibayar oleh 
Wajib Pajak pada stiatu masa, dalam masa pajak, dalam tahun 
pajiu< atau dalam bagian t:ahun pajak menurut Peraturan 
Perul)dang-Undangan Perpajakan Daerah selanjutnya disebul 
Pi11taog Paja.k IDaerab; 

11. Remllusi Yang Terutang adalah retrtllusi yang harus dibayar 
oleh wajib retrlbusi pada suatu ma.illl dalam l!lll9a iretribtll!i 
dalam tahun retribu$i atau dalam bagian tahun retnllu&i 
menurui Pe rat.utan Pcrundang-U ndangan Retribusi Daerah 
selaojumya disebut Plutang Retrib'Wll Dauah; 

l2. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diselanjutnya disebul SKPD 
adalah sumt ketetapao paj,ik yang mcnentulcan besarnya 
jum1ah pokok pajak; 

13. Surat Kecetapa.n Pajak Daerah KUJ'!\llg Bayar yang sclanjutnya 
di.sebut SKPDKB adalah surat kecetapan paja.k yang 
mcnentukan besaroya jwnlah pokok pajak, jumlah kredi.t pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pol<ok pajak, beearnya sanksi 
admlnistrasi dan jwnlah yang masih harus dibayar; 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
se)aniulllya discbut SKPDl<BT adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan tambahan·atas jumlah pajak yang ditetapkan; 



15. Surat Kctctapaa Pajak Lcbih Bayar adalah surat ketetapan 
pajak yang mtmuat kelebihan baynr atas jum]ah pajak yang 
ditetapkan; 

' 16. Surat Tagihan PJ1jak Daerab yang selanjutnya dlsebul STPD 
adala h surat untuk meJakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi 
adminisu-asi berupa bunga dan/atau denda; 

17 Surat Keputusari Pembetulan adalah SUJ'll.t keputusan yang 
memberulkan kesalahan tlllis, kesalahan ltltwtg, d.an/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketencuan terlentu dalaro 
peraruran perundang-undangan perpajakan daerall yang 
Lcrdapat dalam Suro.L Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daera.h Kurang Bayar, Sunat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebib Bayar, 
Surat Kcletapa n Pajak Daerah Nihil a tau Surat Tagihan Pajak 

Daerah; 

18. Surat Kcputusan Kcberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Sural Ketctapan Pajak Daerah, Sural 
l{ecetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, S1.1r11t Ketetapan Pajak 
Daerah l{urang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar, Surat Kecetapan Pajak Oaerah Nihil atau 11:m:hadap 
pemotongan oleh pfhak ketiga yang dllakukan oleh wajib pajak; 

19. Putusan Banding adala.h putusan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Kcputusan Keberatan yang dllroo 1kao Qleb wajib 

pajak; 

20. Surat Kctctapan Retribusi Dacrah yang selanju.tnya disebut 
SKRD adalab Surat Ketetapan Rctribusi yang roenentukan 
besarnya pokok retribusi; 

21, Surat Tagi han Retribusi Daerah yang selanjutnya disc but STRD 
adalah surat untuk melakukao tagihan retribusl dan/atau 
sanksi adminisuasi berupa bunga dan/atau dcnda. 

BABll 
PIUTANG PAJAK D.AERAH DAN RETRIBUSI DAER.AB 

YANG DAPAT DDIAPUSKAN 

Pasal 2 
Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskao adalah: 
( L) PlucangPajak Dacrah yang tercantwn dalrun: 

a. Surat Ketetapru:, Pajak Daerah (SKPD); 
b. Surat Ketetapan Pajak 0aerab Kurang Baya.r (SKPDJ<:8); 
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 'rambaban 

(SKPOKBT); 



d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 
e. Surat Kepurusan Pembetu.lan, Surat Kepurusan Kebcratan 

dan Surat Putusan Banding yang rnenyebabkan jliml.ah pajak 

yang harus dibayar bcrlarnbab. 
(2) Piutang Pajak Dacrah, mttnurut data administrasi pada Oinas 

Pttndapamn, Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah tidak 
dapat atau tidak mungldn ditagih lagi d.isebabkan : 
a. Pungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak: 

l, Umur piutang diataS 2 tahun; 
2. Wajib pajak tidak dapat diu;mukan lagi_atau hila.og; 
3. Waj!b pajak menioggal dunia dengan tidak meninggalkan 

harta warisan dan tidak mempunyai ahli wari'I dan/ atau 
a.hli wQJ'is tidak daJ)ll.t ditemukan lagi; 

4. Wajib pajak tidak mempunyai harta kckayaan Jagi 
dan/ aiau dinya.takan pail.it oleh inatansi yang 
berwenang; 

5. Scbab lain yang menyebabkan wajib pajak tidak 
mcmpunyai harta Jagi. 

b. Pungutannya ditetapkan oleh Pemcrintah Daerah : 
L Umur piutang diatas 2 tahun; 
2. Wajib pajak tidak da\pat ditem\lkan lagi acau hilang; 
3. Wajib pajak menlnggal dunia dengan tidak meninggalkan 

harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dan/atau 
ahli waris tidak dapat djtemukan lagi; 

4. Wajib pajak tidak mempunyai harta ktkayaan lagi 
dan/ atau dinyatakan pailit oleh instansi yang 
berwenang; 

5. Sebab Jain yang menyebabkan wajib paja.k tidak 
mcmpunyai harta l~gi. 

Pasal 3 
Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapusk.an : 
a. Piutang Retribusi Daerah yang te:rcantum dalam : 

1. SUrat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRDI; 
2. Surat ·ragihan Retribusi Daerah (STRD), 

b. Piutang Rctribusi Dacrah menurut data adminiscrasi pada 
Dinas Pcndapataa, Pcogcloiaan Kcuangan dan ascl dacrah 
tida,lc da~t atau Lidak mUngldn ditagih lagi yang disebablam : 
1. Umur piutang diatas a tahun; 
2. Wajib Retribusi meninggal dun!a dengan tidal< 

mcninggalkWl ha.rta; 
3. Wajib Retribusl tidak mem:punyai barta kekayaan lag! 

da.n/ ata.u dinyatakan pa.Hit oleh instansi berwenang; 
4. Hak lrntuk melakukan pem1gihan sudah ka.dalua.rsa; 
5. Wajib Rctribusi tidal< dapat dltemukan Jagi atau hilang; 
6. Sebab b.a.sil yang menycbabk.an tagiban rctnl>usi gugur. 



... 
TATA CARA PE.NGHAPUSAN PIUTAMG 

PAJAK DAERAH DAN RBTRlBUSI 

Pasal 4 
(1) Piutang Pajak Dacrah dan/atau Piutang Retribusi Oaerah wa:jib 

dilakukan penagjban 8CCara optimal dcngan diterbitkan Sural 
Tagihan I, Surat Tagihan Il, dan Surat Peringatan I, Surat 
Peringatan lf, <Ian SuraL Pcringatan Ill 

(2) Terhad-ap Piutang Pajak Dacrah dan/atau Piutang Rctribusi 
Dacrah dilakukan penyisihan betdasarkan Jrualitas dan besaran 
nllai Pajak yang Tcrutang dan/atau Rctdbusi Yang Terutang 
berupa penyisihan tak tertagih. 

(:J) l,lntuk memastikan keadilan Wajib Pajak Yang Terutang 
dan/atau Wajib Retribusi Yang Terutang yang dap<1t dihapus 
sebElgllimana dimaksud pasal 2 clan pasal 3, maka dilakukan 
evaluasi kebenaran data administrasi dan fisilc yang c:lllal<ukan 
oleh dm yang terdiri dari : 
a. Dinas Pcndapatan, Pcngclolaan Keuangan dan asset Daerah; 
b. Inspektorat Kabupaten Lebong; 
c. Dinas Jnstansi dan lalnnya yan,g terkait. 

(4) Hasil evaluasi adrninistrasi dan 6sik s~hapimana dimaksud 
pada ayal (I) pasal 3, barus menggambarkan keadaan Wajib 
Pajak Yang Terutang dan/atau Retnbusi Yang Terutang yang 
tidak dapat diuigih tagi dan diusulkan untuk dihapus; 

(5) Tat,a Cara Eva'luasi dan tugas-tugas tim aks.n diatur lebih laajut 
dengan Kcputusan Bupati. 

Pasal 5 
Pajak Yang Terutang dan/atau Retribusi Yang Tcrutang 
seb~ai.mana y!lllg dimaksud pada paw 2 dan pasal 3, hanya dapar: 
dilakukar) penghapusan setelah adanya Laporan Hasil Evaluasi 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 pasal 4 dengan p rosedur 
sebagai berikut : 
(I) Dilakukan inventaris Piutang Pajak Dae.rah dan )'letribu s i 

Daerah yang sudah tidak memungldnkan dilakukan 
penagibannya oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Asct Daerab dan/atau Dinas/Jnstanlli tcrkail, disertai 
Lcotang kesutitan penagihanoya; 

(2) Hasil lnventa:ris sebagaimana dimaksud hurur a pasal ini, 
diaudit oleh Dines Pendapatan, Pe'ngelolaan l<euangan dan Aset 
Daerah; 

(3) Kepala Dinas Pendapatan, Pcngelolaan Keuangan dan Ase, 
Dacmh dapat memberikan keputusan usulan penghapusan 
Piutang Paj11k Oacrah dan/11111u. Rc:tribu i i Oacrah l<:TScbut 
unluk setanjutnya disampaikan ke:pada bupati. 



... 

P.asal 6 
11) Bupati bcrwcnaog membcri penghapusan Piutang Pajak D,;i.erah 

dan/atau Piuwrig Retribusi Daerah sama dengan nilai 5 (lima) 

milyo:r; 
(21 8upati berwe,nang mcmberikan pcngbapusan Piutang Pajak 

Daerah dan/ inau Piut,ang Retnbusi Daerab deagan nilai 5 (lunaj 
milyar melalui perserujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

(3) Pcngbapusaa Piutang Pajak Dacrah dan/atau Retribusi Daerah 
ditetapkan dengan Keputusan Bupad. 

BABVI 
KETENTUAN PE.ll'UTUP 

Pasa.17 
Hal - ha! yang belum cukup diatur dalam Peraruran Bupad ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksenaan)'0 akan ditetapkan dengan 
Keputusan Bup,ui. 

Pasal 8 
Peraturan Bupali inl mulal berlakti pada 1.angg11I diundwigtwn. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundanga.IL 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalrun Serita Daerah 
Kabupatcn t,ebong. 

Dltetap'kan di Tubei 
pada ta nggal Jo, !1r.,,,l,,-r 2014 

i BUPATI LEB~!!,G A (' I /" t ,t; 

-----; 
7, IL ROSJONSYAB 

Oiundangkan di Tubel 
pada tanggal ~. /)ts,,,,,$., 2014 

SEKRBTARJS DAERAH 
BONG 

, 

MJRW EFFENDI 

BERl'r,\ DAERAl-l KABUPA'I'EN LEBO NG 1' /\HUN '2014 NO MOR 


